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Perubahan struktur ketatanegaraan seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebaga
salah satu akibat dari Reformasi 1998, sehingga muncul komposisi baru pembentuk instituss MPR yang
terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat hasil Pemilu 2004.

Beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 memberikan implikasi terhadap komposis
dan relasi antarlembaga negara. Komposisi dalam lembaga MPR Sebelum Perubahan terdiri dari anggota
DPR yang dipilih dalam pemilihan umum dan utusan daerah serta utusan golongan, berubah menjadi
anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan komposisi tersebut diikuti
dengan beberapa perubahan peran, kedudukan, dan kewenangan lembaga MPR.

Berubahnya tugas dan wewenang M PR setelah perubahan UUD 1945 sangat mempengaruhi kedudukan
MPR dalam struktur ketatanegaraan. Perubahan dari pemegang kedaul atan negara dan sebagai lembaga
tertinggi negara, menjadi sebagal salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat.

Implikasi lain dari perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 yang berkenaan dengan lembaga
MPR adalah relast MPR dengan lembaga-lembaga tinggi negaralain. Relasi ini berkaitan erat denagn
kedudukan, fungsi, peran, dan kewenangan lembaga MPR.

Dengan mengacu pada Pasal 3 UUD 1945 Setelah Perubahan, kewenangan MPR adalah :

1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

2. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
UuD.

Dari ketiga kewenangan MPR tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan MPR berubah dari
lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara mengingat pada Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sehingga Presiden tidak bertanggung
jawab kepada MPR lagi dan mempunyai tingkat legitimasi yang sama dengan demikian, jelas bahwa
kedudukan MPR berubah dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara.

Perubahan tersebut telah mengubah Sistem Hukum Tata Negara Indonesia dalam kedudukan, tugas, dan
wewenang .Lembaga Negara. Sangat penting untuk diselidiki bagaimanakah nantinya dalam praktek
ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai kewenangan lembaga MPR dalam
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kaitannya dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembahasan dikhususkan setelah
Perubahan Ketiga UUD 1945 dengan mencermati Pasal 3 ayat (3) serta kaitannya dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi.



